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ABSTRAK 

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Penerimaan Pajak Daerah 
Terhadap Belanja Daerah Kawasan Perkotaan Di Sumatera Selatan 

Oleh : 

Wiji Nuriyah ; Anna Yulianita 

Belanja daerah merupakan instrumen penting bagi suatu daerah. Belanja daerah digunakan 
untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah, penunjang 
kegiatan pemerintahan maupun penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 
penerimaan pajak daerah terhadap belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan 
tahun 2014-2023. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari website 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berupa data Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, pajak daerah serta belanja daerah dengan satuan miliar rupiah. Teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model Common Effect. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan penerimaan pajak daerah 
berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah kawasan perkotaan (Kota 
Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering 
Ilir) di Sumatera Selatan. Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan 
terhadap belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan tahun 2014-2023. 

Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Pajak Daerah, 
dan Belanja Daerah 
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ABSTRACT 

The Effect Of General Allocation Funds, Special Allocation Funds And Regional Tax 
Revenue On Regional Expenditure In Urban Areas In South Sumatera 

By : 

Wiji Nuriyah ; Anna Yulianita 

Regional expenditure is an important instrument for a region. Regional expenditure is used to 
finance regional needs in the context of regional development, supporting government activities and 
providing public facilities for the community. This research aims to analyze the influence of General 
Allocation Funds, Special Allocation Funds and regional tax revenues on regional expenditure in 
urban areas in South Sumatera in 2014-2023. The data used is secondary data sourced from the 
website of the Directorate General of Financial Balance, in the form of data on General 
Allocation Funds, Special Allocation Funds, regional taxes and regional expenditure in 
billions of rupiah. The analysis technique used is panel data regression with the Common Effect 
model. The research results show that General Allocation Funds and regional tax revenues have a 
significant positive effect on regional expenditure in urban areas (Palembang City, Banyuasin 
Regency, Ogan Ilir Regency and Ogan Komering Ilir Regency) in South Sumatera. Meanwhile, the 
Special Allocation Fund does not have a significant effect on regional expenditure in urban areas in 
South Sumatera in 2014-2023. 
Keywords : General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Tax 
Revenue and Regional Expenditure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Indonesia menjadi salah satu negara penganut asas desentralisasi dari pusat ke 

daerah, yang berupa penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberi hak kepada pemerintah daerah 

dalam mengatur serta mengurus daerahnya. Hak dan wewenang yang diberi oleh 

pemerintah pusat pada daerah dalam mengatur sendiri daerahnya disebut dengan 

otonomi daerah. Otonomi daerah ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah 

daerah, karena adanya otonomi daerah maka daerah tersebut dituntut agar 

menunjukkan kemandiriannya. Keberhasilan suatu otonomi daerah tentunya perlu 

diarahkan pada pendanaan yang layak melalui dana perimbangan antara pusat dan 

juga daerah. Desentralisasi yakni alat kebijakan dari pemerintah yang dianggap 

efektif dalam mengatasi masalah terkait stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di 

negara demokrasi (Inayati & Setiawan, 2018). Desentralisasi ini tidak sekedar 

pelimpahan hak dan wewenang, namun desentralisasi juga diharapkan mampu 

memberi manfaat dalam hal meningkakan partisipasi dan perbaikan alokasi sumber 

daya yang produktif. 

          Wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tidak serta merta 

membuat daerah tersebut menggunakan sumber daya ekonomi sesukanya. Demi 

menjamin terselenggaranya konsep otonomi, maka pemerintah serta pemerintahan 

daerah menganut konsep good governance untuk mencapai tujuan. Good 

governance ini diartikan sebagai proses dalam pencapaian keputusan serta 
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pelaksanaan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan bersama. Jika mengutip 

dari World Bank, good governance yakni penyelenggaraan manajemen yang 

kompak juga bertanggung jawab seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi serta 

pasar efisien, mencegah kekeliruan alokasi dana untuk investasi, mencegah adanya 

korupsi, dan menjalankan disiplin anggaran (Arioyuda & Nugroho, 2020).  

        Otonomi daerah merupakan bentuk dari pelimpahan wewenang dan juga 

tanggung jawab kepada pemerintah di daerah oleh pemerintah pusat, sehingga 

pemerintah daerah mempunyai hak mengatur serta mengurus sendiri daerahnya 

baik pada sektor keuangan ataupun non keuangan. Pemerintah daerah harus bisa 

mengelola keuangan daerahnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBN) yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Penyusunan APBN dimulai 

dari kesepakatan yang terjadi antara pemerintah daerah dan juga DPRD mengenai 

kebijakan umum pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas yang 

nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD. 

       Pelaksanaan yang nyata serta bertanggung jawab dari otonomi daerah yakni 

pelaksanaan dari fungsi-fungsi pemerintah pusat yang telah dilimpahkan kepada 

pemerintah daerah yang sejalan dengan fungsi-fungsi yang dilimpahkan, atau lebih 

ringkasnya fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi yang dilimpahkan. 

Pemerintah daerah diberi hak pada bidang keuangan yang akan diperoleh sebagai 

bentuk penerimaan keuangan daerah, pemerintah nantinya diberi kebebasan dan 

secara langsung dapat mengelola juga memanfaatkan sumber-sumber keuangan 

daerah. 
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        Sehubungan dengan otonomi daerah, efisiensi dalam pelaksanaan 

pemerintahan daerah perlu peningkatan dengan lebih mengamati aspek-aspek 

hubungan yang ada pada susunan kepemerintahan daerah, potensi serta 

keberagaman, peluang, tantangan serta persaingan global melalui pemberian 

wewenang seluas-luasnya pada daerah diiringi oleh pemberian hak dan 

kewenangan dalam penyeleggaraan otonomi daerah di kesatuan pelaksanaan 

pemerintahan negara. 

        Permasalahan yang seringkali dihadapi pemerintah daerah yakni tentang 

alokasi anggaran. Alokasi anggaran yaitu jumlah anggaran untuk masing-masing 

agenda yang akan dilaksanakan. Dengan terbatasnya sumber daya, pemerintah 

daerah harus bisa mengalokasikan pendapatan untuk belanja daerah yang sifatnya 

produktif (Simanjuntak & Ginting, 2019). Belanja daerah adalah perkiraan beban 

yang harus dikeluarkan daerah, pengalokasiannya harus merata supaya bisa 

dinikmati keseluruhan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, terutama untuk hal 

pelayanan umum. 

        Pemerintah daerah telah mengalokasikan sebagian besar pendapatan 

daerahnya untuk operasional dibandingkan belanja modal. pengeluaran operasi 

termasuk hibah, bunga, pegawai, barang dan jasa serta subsidi. Mengalokasikan 

dana untuk belanja modal sangat membantu dalam memberikan layanan publik jika 

mempertimbangkan manfaatnya. Meningkatkan kualitas layanan publik dapat 

dimulai dari memperbaiki manajemen, yakni dengan meminimalkan kesenjangan 

antara tingkat layanan dengan harapan dari konsumen. 
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       Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan jika belanja daerah 

merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan 

bersih untuk periode anggaran tertentu (BPK, 2022). Dalam Undang-Undang ini 

juga ditegaskan jika sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah(PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum serta Dana Alokasi Khusus. Selain itu, sumber pendapatan daerah juga 

berasal dari pendapatan lain-lain. 

       Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah adalah 

seluruh jumlah yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah, yang dipotong 

dari ekuitas dana berjalan dan merupakan tanggung jawab daerah untuk satu tahun 

anggaran yang tidak mendapat penggantian dari daerah (BPK, 2022). Belanja 

daerah ini terbagi menjadi empat jenis, yang pertama yakni belanja operasi terdiri 

atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja untuk barang dan jasa, belanja hibah, 

belanja subsidi, dan juga belanja bantuan sosial. Selain itu, kategori pengeluaran 

kedua adalah belanja modal, yang mencakup investasi pada tanah, mesin dan 

peralatan, bangunan/gedung, sistem irigasi, jalan dan jaringan, serta aset tetap 

lainnya. Belanja tak terduga merupakan kategori belanja ketiga, dan belanja 

transfer, yang mencakup belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, merupakan 

kategori terakhir. 

        Belanja daerah merupakan instrumen penting bagi suatu daerah. Segala 

operasional pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, 

kabupaten, atau kota didanai melalui belanja daerah. Belanja daerah digunakan 

untuk pemenuhan kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah (meliputi 
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pembangunan serta pebaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi), 

penunjang kegiatan pemerintahan maupun penyediaan fasilitas publik bagi 

masyarakat. Fasilitas publik dirancang oleh pemerintah untuk membuat hidup lebih 

mudah bagi masyarakat umum. Dalam masyarakat, fasilitas publik seringkali 

disebut dengan fasilitas sosial atau fasilitas umum. Besaran dana yang dialokasikan 

di daerah tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan prasarana dan sarana. 

Sebagai bagian dari perencanaan keuangan, pembiayaan penyediaan fasilitas umum 

ditanggung dalam APBD. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan yang 

optimal, belanja daerah perlu diawasi secara ketat. Selain itu, belanja daerah juga 

tentunya harus dialokasikan secara adil dan merata, agar semua kelompok 

masyarakat dapat menikmati tanpa adanya diskriminasi.  

       Pemerintah Sumatera Selatan menentukan capaian kinerja belanja baik pada 

konteks daerah, satuan kerja perangkatnya, ataupun program yang tujuannya 

meningkatkan tanggung jawab perencanaan serta memperjelas efektivitas dan juga 

efisiensi dalam menggunakan anggaran. Belanja yang paling banyak menguras 

anggaran di setiap daerah yakni belanja pegawai, bukan hanya untuk satu tahun, 

namun di setiap tahun anggaran belanja pegawai selalu menjadi jenis belanja 

dengan anggaran dan realisasi terbesar. Besaran realisasi belanja daerah di 

Sumatera selatan cenderung fluktuasi atau terjadi perubahan pada besaran realisasi 

belanjanya pada setiap tahun anggaran. 

        Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan perkotaan, terdiri dari Kota 

Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. Kawasan tersebut merupakan wilayah metropolitan dan merupakan 
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program strategis pemerintah pusat yang tertuang dalam rencana jangka panjang 

menengah nasional. Kawasan ini sering disebut Patungraya Agung yang berarti 

Palembang, Betung, Indralaya dan Kayu Agung. 

      Kawasan perkotaan Patungraya Agung menjadi salah satu prioritas kawasan 

strategis nasional sebagai alat pertumbuhan wilayah di Sumatera, kawasan ini 

diarahkan untuk pusat kegiatan nasional sebagai outlet pemasaran wilayah 

Sumatera Selatan dengan tetap memperkuat fungsi konektivitas dengan pusat 

pertumbuhan regional internasional serta alat pusat pelaksanaan berskala 

internasional. Kawasan ini juga menjadi pusat perdagangan dan jasa, produksi serta 

distribusi, dan juga perluasan kegiatan industri serta pertanian hilir dengan tetap 

memperkuat fungsi konektivitas menuju pusat kegiatan global (BPIW, 2017). 

       Pada kawasan tersebut, pemenuhan kebutuhan dalam rangka pembangunan 

daerah didanai melalui belanja daerah. Berikut data realisasi belanja daerah 

kawasan perkotaan metropolitan di Sumatera Selatan: 
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Tabel 1.1 Belanja Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan 

Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah) 

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah tahun 2024 

      Tabel 1.1 menunjukkan data realisasi belanja daerah di kawasan perkotaan 

Sumatera Selatan meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten 

Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Belanja daerah di kawasan tersebut 

besaran realisasinya cenderung fluktuasi. Kota Palembang selama 2014 hingga 

2023 realisasi terbesar pada tahun 2023 sebesar 4.009,81 miliar rupiah, sementara 

realisasi terkecil tahun 2016 sebesar 2.133,78 miliar rupiah. Realisasi belanja 

daerah terkecil Kabupaten Banyuasin yakni pada tahun 2015 sebesar 1.658,70 

miliar rupiah dan realisasi belanja terbesarnya pada tahun 2020 sebesar 2.550,70 

miliar rupiah. Kabupaten Ogan ilir besaran realisasi belanja selama 10 tahun 

terakhir tidak mengalami perubahan yang terlalu besar. Realisasi terendah pada 

belanja daerah Ogan Ilir selama 10 tahun terakhir yakni tahun 2023 sebesar 

1.057,55 miliar rupiah, sedangkan realisasi belanja tertinggi tahun 2020 sebesar 

1.588,54 miliar rupiah. Sementara itu, Kabupaten Ogan Komering Ilir realisasi 

Tahun Palembang Banyuasin Ogan Ilir Ogan Komering Ilir
2014 3.144,91 1.751,62 1.224,07 1.682,77
2015 3.182,26 1.658,70 1.281,09 1.882,00
2016 2.133,78 1.841,97 1.102,97 1.979,33
2017 3.141,85 1.965,75 1.355,05 2.108,84
2018 3.488,24 1.992,04 1.374,23 1.918,48
2019 3.968,21 2.424,70 1.573,96 2.369,15
2020 3.688,14 2.550,70 1.588,54 2.489,89
2021 3.547,20 2.332,84 1.451,19 2.367,34
2022 4.009,81 2.266,67 1.573,45 2.364,13
2023 2.691,79 2.076,19 1.057,55 1.984,58

Belanja Daerah (Miliar Rupiah)
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belanja daerah terbesar yakni pada tahun 2020 sebesar 2.489,89 miliar rupiah dan 

realisasi belanja terkecil pada tahun 2014 sebesar 1.682,77 miliar rupiah. 

Tabel 1.2 Pendapatan Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan 

Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah) 

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data tahun 2024 

       Belanja daerah dalam pelaksanaannya didanai oleh pendapatan daerah. 

Pendapatan daerah di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan 

Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir selama tahun 2014 hingga 2023 cenderung 

fluktuasi. Terjadi peningkatan pendapatan cukup besar dan secara bersamaan dari 

ke-4 kawasan tersebut pada tahun 2019 dan 2022. Dilihat dari sisi pendapatan 

daerah, kesiapan anggaran guna belanja daerah dari kawasan tersebut masih kurang 

karena masih sering terjadi defisit APBD. Defisit APBD yakni kondisi di mana 

belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan daerahnya.  

        Kota Palembang selama 10 tahun terakhir terjadi defisit APBD pada tahun 

2014, 2015, 2018 dan 2023. Tahun 2014, defisif APBD Kota Palembang sebesar 

199,97 miliar rupiah. Tahun 2015, dengan total pendapatan sebesar 3.015,71, 

Tahun Palembang Banyuasin Ogan Ilir Ogan Komering Ilir
2014 2.945,00 1 .833,03 1.071,16 1.462,99
2015 3.015,71 1.650,49 1.235,37 1.736,68
2016 3.122,90 1.951,23 1.243,19 1.979,25
2017 3.417,59 2.006,42 1.363,22 2.120,35
2018 3.485,88 2.080,65 1.417,19 2.224,00
2019 3.987,55 2.449,78 1.631,00 2.471,79
2020 3.695,47 2.224,01 1.509,20 2.243,10
2021 3.690,8 2.285,92 1.546,81 2.230,24
2022 4.067,46 2.354,40 1.633,49 2.399,95
2023 2.530,24 2.262,60 1.273,99 1.929,85

Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah)
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terjadi defisit APBD sebesar 166,26 miliar rupiah. Tahun 2018 total realisasi 

belanja sebesar 3.488,24 miliar rupiah, sementara pendapatan daerahnya sebesar 

3.485,88 miliar rupiah. Pada tahun 2023, total realisasi belanja daerah Kota 

Palembang sebesar 2.691,79 miliar rupiah dengan total pendapatan daerah sebesar 

2.530,24 miliar rupiah. 

        Defisit APBD Kabupaten Banyuasin terjadi ada tahun 2015, 2020 dan 2021. 

Pada tahun 2015, terjadi defisit APBD Kabupaten Banyuasin sebesar 8,21 miliar 

rupiah. Tahun 2020 total pendapatan sebesar 2.224,01 miliar rupiah dan realisasi 

belanja daerah sebesar 2.550,70 miliar rupiah, sehingga defisit APBD Kabupaten 

Banyuasin tahun 2020 sebesar 326,69 miliar rupiah. Tahun 2021 Kabupaten 

Banyuasin juga mengalami defisit APBD, dengan realisasi belanja daerah sebesar 

2.332,84 miliar rupiah dan total pendapatan daerah sebesar 2.285,92 miliar rupiah. 

Sehingga defisit APBD pada tahun 2021 sebesar 46,92 miliar rupiah. 

       Kabupaten Ogan Ilir selama tahun 2014 hingga 2023 mengalami 3 kali defisit 

APBD yakni pada tahun 2014, 2015 dan 2020. Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir 

tahun 2014 sebesar 1.071,16 miliar rupiah dengan realisasi belanja sebesar 1.224,07 

miliar rupiah, sehingga terjadi defisit APBD sebesar 152,91 miliar rupiah. Tahun 

2015, defisit APBD sebesar 45,72 miliar rupiah. Defisit APBD Ogan Ilir pada tahun 

2020 sebesar 79,34 miliar rupiah dengan total pendapatan sebesar 1.509,20 miliar 

rupiah dan realisasi belanja daerah sebesar 1.588,54 miliar rupiah. 

       Defisit APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 10 tahun terakhir terjadi 

sebanyak 6 kali yakni tahun 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 dan 2023. Pada tahun 
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2014, defisit yang terjadi sebesar 219,78 miliar rupiah, 2015 sebesar 145,32 miliar 

rupiah dan tahun 2016 sebesar 0,08 miliar rupiah. Kemudian tahun 2020 dengan 

realisasi belanja sebesar 2.489,89 miliar rupiah dan total pendapatan daerah sebesar 

2.243,10 miliar rupiah. Pada tahun 2021 dengan total pendapatan daerah sebesar 

2.230,24 miliar rupiah, sementara realisasi belanja sebesar 2.367,34 miliar rupiah. 

Kemudian, defisit APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir selanjutnya terjadi pada 

tahun 2023 dengan realisasi belanja sebesar 1.984,58 miliar rupiah dan total 

pendapatan daerah sebesar 1.929,85 miliar rupiah. 

        Pada sistem desentralisasi, selain dana yang sumbernya dari daerah itu sendiri, 

terdapat juga Dana Alokasi Umum yang berkontribusi dalam pemenuhan 

kebutuhan belanja daerah. Dalam pembiayaan kebutuhan pada pelaksanaan 

desentralisasi, Dana Alokasi Umum (DAU) yang asalnya dari APBN dialokasikan 

untuk mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU 

diperuntukkan menutup celah akibat kebutuhan daerah lebih dari penerimaannya. 

Pemerintah daerah dapat dengan leluasa mengatur kemana arah penggunaan dana 

ini, apakah untuk memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat atau 

digunakan untuk kebutuhan daerah yang lainnya. 
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Tabel 1.3 Dana Alokasi Umum Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan 

Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah) 

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah tahun 2024 

        Tabel 1.3 menunjukkan penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang, 

Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir 

tahun 2014 hingga tahun 2023. Besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima 

kawasan perkotaan tersebut mengalami fluktuasi. Dana Alokasi Umum yang 

diterima jumlahnya cenderung lebih besar dibanding dengan pendapatan yang 

diperoleh daerah itu sendiri. Kota Palembang menjadi daerah dengan penerimaan 

Dana Alokasi Umum terbesar berdasarkan data pada Tabel 1.2. Dana Alokasi 

Umum tertinggi Kota Palembang yakni pada tahun 2019 sebesar 1.357,51 miliar 

rupiah. Dalam kaitannya dengan belanja daerah, Dana Alokasi Umum yang 

dialokasikan ke tiap-tiap kabupaten/kota alangkah baiknya digunakan untuk 

investasi yang efektif dalam pembiayaan belanja daerah hingga dapat merangsang 

potensi penerimaan baru yang nantinya akan menjadi sumber penerimaan daerah 

serta dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. 

Tahun Palembang Banyuasin Ogan Ilir Ogan Komering Ilir
2014 1.203,66 824,21 561,37 931,15
2015 1.210,60 829,43 557,40 958,99
2016 1.292,12 930,55 623,84 1.049,99
2017 1.269,43 923,77 619,87 1.042,87
2018 1.269,43 933,63 623,35 1.053,84
2019 1.357,51 979,54 649,59 1.085,60
2020 1.226,62 878,50 588,77 969,64
2021 1.207,73 873,99 579,57 966,48
2022 1.207,73 876,01 579,57 967,66
2023 1.298,20 936,20 599,85 1.019,41

Dana Alokasi Umum (Miliar Rupiah)
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       Dalam membiayai kebutuhan daerah melalui belanja daerah, dana transfer yang 

diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selain Dana Alokasi 

Umum adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus juga merupakan dana 

yang bersumber dari APBN, dialokasikan untuk mendanai kegiatan pemerintahan 

yang menjadi prioritas nasional. Setiap transfer Dana Alokasi Khusus yang diterima 

daerah akan dialokasikan untuk belanja pemerintah daerah, sehingga apabila 

pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja 

cenderung optimis agar transfer Dana Alokasi Khusus yang diterima lebih besar 

(Nailufar & Sufitrayati, 2019). 

Tabel 1.4 Dana Alokasi Khusus Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan 

Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah) 

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah tahun 2024 

        Tabel 1.4 menunjukkan penerimaan Dana Alokasi Khusus di Kota Palembang, 

Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Tahun 2014 dan 2015, penerimaan Dana Alokasi Khusus masih sangat kecil 

dibandingkan tahun-tahun selanjutnya. Berdasarkan Tabel 1.4, selama tahun 2015 

hingga 2023, Kota Palembang menjadi daerah dengan penerimaan Dana Alokasi 

Tahun Palembang Banyuasin Ogan Ilir Ogan Komering Ilir
2014 66,05 112,26 74,13 88,87
2015 199,75 90,22 23,79 137,99
2016 429,36 399,29 159,13 347,44
2017 431,29 292,16 236,84 306,00
2018 481,90 319,25 239,90 369,72
2019 401,55 369,12 280,51 346,07
2020 458,03 341,49 247,01 256,69
2021 394,03 354,89 258,61 309,62
2022 498,37 467,15 295,89 392,33
2023 531,31 461,82 301,34 459,64

Dana Alokasi Khusus (Miliar Rupiah)
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Khusus tertinggi dibandingkan 3 daerah lainnya. Penerimaan Dana Alokasi Khusus 

tertinggi Kota Palembang yakni pada tahun 2023 sebesar 531,31 miliar rupiah. 

Kabupaten Banyuasin memperoleh Dana Alokasi Khusus tertinggi pada tahun 2022 

sebesar 467,15 miliar rupiah. Perolehan tertinggi Kabupaten Ogan Ilir yakni pada 

tahun 2023 sebesar 301,34 miliar rupiah. Sementara Kabupaten Ogan Komerig Ilir 

memperoleh Dana Alokasi Khusus tertinggi pada tahun 2023 sebesar 459,64 miliar 

rupiah. 

         Pemeritah daerah dalam pemenuhan kebutuhan daerahnya tidak hanya 

mengandalkan transfer dari pemerintah pusat, namun terdapat pula dana yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah 

merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi, kekayaan lain yang 

dipisahkan dan lain-lain. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam pengelolaan 

sumber-sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk belanja daerah. Pajak 

masih menjadi sumber penerimaan terbesar baik untuk suatu negara maupun suatu 

daerah. Tingginya penerimaan pajak maka akan meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola sumber penerimaan 

daerah dan mengalokasinnya untuk belanja daerah. berikut data penerimaan pajak 

daerah di kawasan perkotaan Sumatera Selatan: 
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Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera 

Selatan Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah) 

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah tahun 2024 

        Berdasarkan Tabel 1.5, data menunjukkan jika terdapat perbedaan penerimaan 

pajak yang diperoleh Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir 

dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kota Palembang menjadi daerah dengan 

penerimaan pajak daerah terbesar. Penerimaan pajak daerah di Kota Palembang 

hampir meningkat setiap tahunnya, kecuali di tahun 2020 yang terjadi penurunan 

sekitar 44,14 miliar rupiah. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuasin juga 

mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 3,75 miliar rupiah. Kabupaten Ogan 

Ilir mengalami penurunan yang cukup besar pada penerimaan pajak daerahnya, 

yakni pada tahun 2022 dengan penurunan sebesar 30,95 miliar rupiah. Sementara 

itu, Kabupaten Ogan Komering Ilir penerimaan pajak daerahnya mengalami 

fluktuasi. Penerimaan terbesar selama tahun 2014 hingga 2023 yakni pada tahun 

2022 sebesar 86,16 miliar rupiah, dan penerimaan terendah pada tahun 2016 sebesar 

21,85 miliar rupiah. 

Tahun Palembang Banyuasin Ogan Ilir Ogan Komering Ilir
2014 395,88 24,37 10,55 72,49
2015 472,03 34,35 97,42 30,74
2016 536,55 56,84 62,84 21,85
2017 680,01 72,51 15,77 37,27
2018 721,01 82,35 19,46 45,69
2019 832,06 127,73 40,82 62,97
2020 787,92 123,98 51,03 60,07
2021 838,14 139,36 58,83 65,78
2022 1.172,72 158,83 75,99 86,16
2023 685,26 163,53 45,04 52,24

Penerimaan Pajak Daerah (Miliar Rupiah)
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       Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akan diteliti sejauh mana pengaruh 

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, penerimaan pajak daerah dan juga 

Retribusi terhadap belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan, meliputi 

Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan 

komering Ilir. Analisa akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Penerimaan Pajak Daerah 

Terhadap Belanja Daerah Kawasan Perkotaan Di Sumatera Selatan” 

1.2 Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan penerimaan 

pajak daerah terhadap belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan tahun 

2014-2023? 

1.3 Tujuan Penelitian 

        Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh Dana 

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan penerimaan pajak daerah terhadap 

belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan tahun 2014-2023. 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis dan juga 

pihak-pihak terkait. Manfaat yang akan diperoleh diantaranya adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat menjadi landasan serta 

tambahan informasi bagi para peneliti yang mengambil topik serupa 
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mengenai Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, penerimaan pajak 

daerah dan belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan tahun 

2014-2023. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah dalam 

penyusunan kebijakan. Sedangkan manfaat praktis bagi peneliti yakni 

menambah pengalaman dan wawasan tentang topik terkait. 
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